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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Singkat Tentang Sistem Hukum 

 Sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang dapat diartikan sebagai 

keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Prof. Subekti, SH 

menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu 

keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, 

tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untul 

mencapai suatu tujuan”.
1
 

 Sistem hukum merupakan sebuah konsep di mana suatu negara menjalankan 

konstitusinya sehingga melibatkan lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga 

yudikatif, dan warga negaranya untuk mencapai suatu tujuan. Di mana konstitusi 

tersebut merupakan landasan hubungan antara negara dengan warga negaranya 

yang menjadi dasar berdirinya suatu negara. Di dalamnya terdapat kekuasaan 

dan/atau kewenangan yang diatur oleh hukum sebagai konsekuensi perkembangan 

kehidupan bernegara. Semangat negara Indonesia dengan melakukan amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945 yang berakibat kepada perubahan sistem hukum 

merupakan salah satu upaya pemerintah agar kehidupan bernegara menjadi lebih 

baik lagi.
2
 

 Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara 

bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih 

                                                           
1
 Inu Kencana Syafiie, 2003, Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), Jakarta: 

Bumi Aksara, hlm. 2 
2
 Sahat Maruli T Situmeang, 2020, Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Logoz Publishing, hlm.1 
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diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi 

pedoman dalam pembentukannya.
3
 

 Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas- asas yang 

mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau 

tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian 

yang berkaitan satu sama lain. 

 Secara Istilah, system (dalam bahasa inggris) atau systema (dalam bahasa 

Yunani) dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam 

bagian. Beberapa sarjana mendefinisikan berbeda-beda, namun bersifat saling 

mengisi dan melengkapi. 

 Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-

tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain 

saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan 

kesatuan tersebut perlu kerja sma antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut 

menurut rencana dan pola tertentu. 

 

2.2 Pengertian Tindak Pidana 

 Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari 

terjemahan kata Strafbaar feit dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga delict 

yang berasal dari bahasa Latin delictum. Hukum pidana negara-negara Anglo 

Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Karena 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada 

                                                           
3
 Ibid 
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Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu strafbaar 

feit.
4
 Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan 

strafbaar feit 

untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Kata Strafbaar feit 

kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. 

Penerapan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata Strafbaar feit oleh 

sarjana-sarjana Indonesia antara lain sebagai berikut: 

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-

undangan pidana Indonesia. Dalam hampir seluruh peraturan 

perundangundangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam 

Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 

11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-

Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi 

(diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999), dan perundang-

undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. 

Wirjono Prodjodikoro, S.H. 

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. R. 

Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Mr. Drs. H.J van 

Schravendijk dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, Prof. A. 

Zainal Abidin, S.H., dalam buku beliau Hukum Pidana. Pembentuk Undang- 

Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam 

Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1). 

                                                           
4
 Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 94. 
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3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin, “delectum” juga digunakan 

untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah 

ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalanya Prof. Drs. E. Utrecht, 

S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain, yakni peristiwa pidana 

(dalam buku Hukum Pidana I). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau 

Hukum Pidana I. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti 

pada judul buku beliau Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan, 

walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana. 

4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana 

yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaya.  

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam 

buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk 

dalam bukunya Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia. 

6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang 

dalam Undang- Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan 

Peledak (baca Pasal 3). 

7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr Moeljatno dalam berbagai tulisan 

beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.
5
 

Melihat beberapa istilah tersebut di atas, Penulis dalam hal ini cenderung 

mempergunakan istilah tindak pidana karena menurut hemat penulis istilah 

tersebut sudah lebih populer dipergunakan, baik dari pihak Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, maupun dipakai dalam perundang- undangan, yang pada 

                                                           
5
 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 

67-68. 
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hakikatnya secara resmi dipergunakan dalam Undang-Undang Republik Indobesia 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat 

dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berlaku di 

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Peradilan Umum. 

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh 

aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal 

dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, 

kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin 

delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah 

offense atau criminal act untuk maksud yang sama. 

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – undangan 

meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak 

menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan 

keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa 

tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak – gerik atau sikap jasmani seseorang, 

hal mana lebih dikenal dalam tindak – tanduk, tindakan dan bertindak dan 

belakangan juga sering dipakai “ditindak”. 

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan 

perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang 

melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan 

oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh 

Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, 

tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan 
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dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana 

secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara 

formal maupun secara materiil”. 

 Berikut merupakan pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli, 

antara lain : 

1. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa 

pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal 

yang perlu diperhatikan.
6
 

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang 

dan diancam pidana;  

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau 

kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman 

pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;  

c. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh 

karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka 

kejadian tidak dapat dilarang jika yang menmbulkan bukan orang, dan 

orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang 

ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut 

Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilkukan oleh manusia, 

yang memenuhi rumusan dalam UndangUndang dan bersifat melawan 

hukum. 

                                                           
6
 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm 59 
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Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar 

dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam 

memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai 

pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan 

hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah 

dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai 

sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
7
 

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam 

menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar 

pertanggung jawaban sesorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi 

sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai 

perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of 

legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang 

dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam 

perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu 

kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. 

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik Comissionis, delik 

Ommissionem dan delik Comissionis per Ommissionem Commissa antara lain;
8
 

a. Delik Comissionis Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran 

terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan 

pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.  

                                                           
7
 Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 99 

8
 Sutan Remy Sjahdeini, 2007,  Pertanggungjawan Pidana Korporasi, Grafiti Pers, hlm. 34. 
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b. Delik Ommissionem Delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran 

terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak 

menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.  

c. Delik Comissionis per Ommissionem Commissa Pengertian dari delik ini 

tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi 

dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang 

membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP). 

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan 

perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau 

tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya 

kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah 

melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai 

kesalahan ia tentu tidak dipidana.
9
 

 

2.2.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana 

 Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak 

pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah 

mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, 

dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan 

                                                           
9
 Roeslan Saleh, 2000, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar 

dalam Hukum Pidana, Jakarta : Aksara Baru, hlm 75 
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dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu 

sebagai berikut:
10

 

a. Kejahatan(Misdrijft) dan Pelanggaran (Overtreding)  

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran 

lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana 

pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa 

pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan 

ancaman pidana penjara. 

b. Delik formil dan Delik materiil.  

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang 

selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah 

tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti 

bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan 

tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan 

memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai 

syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. 

Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian 

bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti 

larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa 

yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan 

dan dipidana. 

c. Delik Kesengajaan (Dolus) dan delik Kelalaian (Culpa).  

                                                           
10

 Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.122 
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Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 

dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di 

samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam 

Pasal, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) 

(maksud), Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) 

(sengaja), Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)  

(yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang 

dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan 

karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, 

misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHPidana). 

d. Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif.  

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan 

aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya 

disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.  

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (Aflopende Delicten) dan Tindak Pidana 

Berlangsung Terus (Voortdurende Delicten)  

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya 

atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga 

aflopende delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu 

menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan 

sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni 
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setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang 

disebut juga dengan voordurende delicten. 
11

 

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.  

g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam 

KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). 

Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di 

luar kodifikasi tersebut.  

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (Envoudige 

dan Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten).  

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan 

luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHPidana), pencurian 

pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHPidana). Ada delik yang 

ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, 

misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHPidana). Delik ini 

disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 

351 KUHPidana), pencurian (Pasal 362 KUHPidana). 

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan. 

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk 

dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan 

adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah 

tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.  

                                                           
11

 Ibid 
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Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan 

penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh 

yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam 

perkara perdata (Pasal72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) 

atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak. 

 

1.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki 

perbedaan, tetapi prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu : 

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau 

berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang 

bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana terdiri dari 

: 

1. Kesengajaan atau kealpaan 

2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya 

3. Ada atau tidaknya perencanaan 

b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan 

lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan 

berada diluar batin sipelaku. 

1. Memenuhi rumusan undng-undang 

2. Sifat melawan hukum 

3. Kualitas si pelaku 
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4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab 

tindakan dengan akibatnya
12

 

 Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu 

faktor yang ada dalam diri sipelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari 

luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. 

Berikut unsur tindak pidana dari sudut Undang-undang : 

1. Unsur Tingkah Laku 

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu 

perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam urusan. Tingkah 

laku adalah unsurbatin mutlak tindak pidana. Tingkah laku aktif adalah 

suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya 

diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian 

dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku 

yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang 

harusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan 

perbuatan aktif, dengan tidak berbuat demikian.  

2. Unsur Sifat Melawan 

Hukum melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau 

terhalangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber dari 

Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari 

masyarakat (melawan hukum materiil) 

3. Unsur Kesalahan 

                                                           
12

 R. Abdoel Djamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali 

Pers, hlm.175 
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Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang 

sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu 

melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif. 

4. Unsur Akibat Konstitusi 

Unsur akibat konstitusi ini terdapat pada tindak pidana materil atau 

tindak pidana dimana akibat menjadi syarat sebagai tindak pidana : 

tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat 

pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya 

pembuat. 

5. Unsur Keadaan Yang Menyertai 

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang 

berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan 

dilakukan.  

6. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat dituntut Pidana 

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana 

yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang 

berhak mengadu. 

7. Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana 

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang 

bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya 

unsur ini. 

8. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dipidana 
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Unsur ini berup keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah 

perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan 

ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan 

hukum dan sipembuat tidak dapat dipidana.
13

 

 

2.3 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan 

 Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang 

terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus 

diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. 

Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain 

tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan “Barang siapa dengan 

sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian 

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena 

kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun 

atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. 

 Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan 

yaitu:
14

 

 Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak 

pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena 

penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang 

yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai 

barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang 

tersebut berarti melakukan “pengelapan”. 
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 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana II, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 78 
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 Tongat, 2006: “Hukum Pidana Materiil”. Malang: UMM Press. Hlm. 57 
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 Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai 

penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai 

berikut:
15

 

Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara 

harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara 

arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai 

membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati 

pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang 

menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari 

haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda 

tersebut bukan karena kejahatan. 

 Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan 

dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan 

penggelapan secara lengkap sebagai berikut :
16

 

Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang 

seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya 

bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. 

Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “verduistering” atau 

“penggelapan”. 

 

2.3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan 

 Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat bahwa 

berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok 

mempunyai unsur sebagai berikut:
17

  

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:  
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 Adami Chazawi, 2006, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Jakarta: Bayu Media, Hlm. 70 
16

 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000, Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan. Hlm. 252 
17

 Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, Malang: UMM Press, Hlm. 57 



25 
 

1. Mengaku sebagai milik sendiri  

2. Sesuatu barang 

3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain  

4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 

b. Unsur Subjektif  

1. Unsur Kesengajaan  

2. Unsur Melawan Hukum 

Penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah:  

a. Unsur Objektif  

1. Mengaku Sebagai Milik Sendiri  

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa 

perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan 

pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan 

perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, 

adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan 

perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana 

“penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur 

yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian 

yang sama. 

 Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri 

(menguasai)”, menyebutkan : 
18

 

Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan 

unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur 
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tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana 

pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana 

pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada 

saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. 

Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai 

maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu 

terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya.Sementara dalam 

tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut 

merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan 

apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai. 

 

  Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana 

penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah 

terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai 

sendiri, ditukar, dan sebagainya. 

2. Sesuatu Barang  

  Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya 

sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan 

pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek 

penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat 

kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.  

  Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, 

menerangkan bahwa :
19

 

 Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya 

suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang 

menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan 

terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa 

harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya 

terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak 

mungkin terjadi terhadap bendabenda tidak berwujud dan tetap. 
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3.  Seluruhnya atau sebagian milik orang lain  

  Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah 

barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik 

orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, 

barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat 

menjadi objek penggelapan.  

  Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak 

dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. 

Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh 

orang lain. 

4.  Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan  

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari 

menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai 

unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur 

objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya 

sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang 

dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. 

Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku 

sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.  

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena 

kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda 

dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat 

berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. 
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Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-

menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.  

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena 

kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi 

kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang 

tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang 

tersebut berarti melakukan penggelapan. Mengenai perbuatan menguasai 

tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda 

tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan 

dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai 

secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak 

langsung dikuasai oleh orang tersebut. 

b. Unsur Subjektif  

1. Unsur Kesengajaan Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam 

penggelapan. Sebagaimanadalam doktrin, kesalahan (schuld) terdiri dari 2 

bentuk, yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpos). 

UU sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. 

Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapatdalam suatu rumusan 

tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada 

apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu 

perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau 

mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa 

setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu 
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ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu 

diliputi oleh unsur kesengajaan itu. 

 Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam 

penggelapan berarti :
20

 

a. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik 

orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan 

yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan 

kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;  

b. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk 

melakukan perbuatan memiliki;  

c. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan 

memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa 

benda itu milik orang lain sebagaian atau seluruhnya.  

d. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada 

dalam kekuasaannya bukun karena kejahatan.  

  Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada 

dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya 

hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus 

sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap 

barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain. 
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2. Unsur melawan hukum  

 Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur 

melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam 

hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa 

kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, 

yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan 

antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah : 

a. Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah mengenai 

perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan 

mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur 

subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, 

berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada 

selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian 

pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.  

b. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada 

pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari 

perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam 

kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada 

penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena 

perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum. 

 


